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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa perihal pemberhentian Kepala Desa atau Wali Nagari yang melanggar 

larangan bagi Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29. Dalam Pasal 30 

kemudian menyatakan yakni, ayat(1) Kepala Desa yang melanggar larangan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa 

teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dan ayat (2) Dalam hal sanksi administratif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan 

pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. 

Kenyataan yang terjadi pada pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang Guguak 

mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam pasal 30 tersebut tidak 

terjadi. Pada saat teguran tertulis tidak dilaksanakan tidak diberi sanksi  

pemberhentian sementara dan saat seharusnya dilakukan pemberhentian 

sementara yang terjadi justru pemberhentian secara permanen. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah 1) Apakah mekanisme pemberhentian Wali Nagari 

Koto Gadang Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok sudah sesuai dengan 

ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa?, 2) Bagaimana pelaksanaan pemberhentian Wali Nagari Koto Gadang 

Guguak oleh Bupati Kabupaten Solok berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 Tentang Desa? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Normatif, yakni penulis mengkaji dan menganalisa kebijakan ini 

melalui pendekatan normatif dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 Tentang Desa dan bahan hukum tertulis lainnya yang berkaitan. Berdasarkan 

hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa, mekanisme pemberhentian Wali 

Nagari Koto Gadang Guguak dan pelaksanaannya tidak sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Saat Wali Nagari melanggar 

larangan bagi Kepala Desa atau Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Pasal 29 

dan diberikan teguran tertulis, yang tidak dipatuhi oleh Wali Nagari yang 

bersangkutan seharusnya dilakukan pemberhentian sementara, tapi tidak 

dilakukan oleh Bupati pada masa itu. Kemudian saat dilantik Bupati yang baru, 

pemberhentian itu dilaksanakan, hanya saja pemberhentian yang seharusnya 

sementara malah terjadi pemberhentian permanen. Permasalahan ini dipengaruhi 

situasi politik lokal daerah. Sementara dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa 

seharusnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 

Desa.  
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